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|. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah,;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan
dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
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5. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi NTB Nomor : 2/PM.00.01/K.NB/03/2024
pada tanggal 23 Maret 2024 tentang mengimbau Penjabat Bupati/Walikota

diwilayah masing-masing;

Il. Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

mengimbau Penjabat Bupati/Walikota terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai
berikut :

a) Pasal 71 ayat (1) bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur
sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan
lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

b) Pasal 71 ayat (2) bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil
Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian
pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon
sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis
dari menteri;

c) Pasal 71 ayat (3) bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil
Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan
kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di
daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan

pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
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d) Pasal 71 ayat (4) bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau
Penjabat Bupati/Walikota;

e) Pasal 71 ayat (5) bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati
atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

f) Pasal 71 ayat (6) bahwa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) Pasal 188 bahwa setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara,
dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

h) Pasal 190 bahwa pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2)
atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp
6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

a) Pasal 9 ayat (2) bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;

b) Pasal 12 bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana,
dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
Pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan
publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari
praktik korupsi,kolusi, dan nepotisme;

c) Pasal 24 ayat (1) huruf d bahwa Pegawai ASN wajib menjaga netralitas

dan ayat (2) bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan

dijatuhi hukuman disiplin;

d) Pasal 52 ayat (3) huruf j bahwa Pemberhentian tidak atas permintaan
sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau
pengurus partai politik;

3. Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati,
Dan Penjabat Wali Kota sebagai berikut :

a) Pasal 15 ayat (1) bahwa Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki
tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas,
wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pemerintahan daerah;

b) Pasal 15 ayat (2) bahwa Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam
melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilarang :

a. melakukan mutasi ASN;

b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya
dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang
dikeluarkan pejabat sebelumnya;

c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan
dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan

d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat
sebelumnya.

c) Pasal 15 ayat (3) bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

d) Pasal 16 ayat (4) bahwa dalam hal Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali
Kota melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15, Menteri
memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,;
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[ll. Berdasarkan dasar hukum diatas Maka dalam rangka menjalankan tugas
pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau

kepada Bupati Kabupaten Lombok Utara, untuk :

1. Dalam pelaksanaan mutasi ASN Agar mempedomani ketentuan peraturan
perundang-undangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil
Negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan dengan asas
netralitas selama masa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Utara

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram,;
2. Arsip.
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